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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa 

Tanah Milik Pribadi di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes” menjawab 

rumusan maslah di antaranya (1) Bagaimana mekanisme sewa menyewa tanah 

milik pribadi di kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes? (2) Bagaimana 

pelaksanaan kompensasi sewa menyewa tanah akibat wanprestasi di kelurahan 

karangpoh kecamatan tandes? dan (3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap 

sewa menyewa tanah milik pribadi di kelurahan karangpoh kecamatan tandes? 

Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini, 

menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan 

kualitatif. Data primer yang diigunakan penulis adalah hasil wawancara bersama 

Bu Marpuah dan Pak Arif. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan 

adalah buku-buku hukum ekonomi Islam yang membahas tentang permasalahan 

sewa menyewa menurut hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah menggunakan metode wawancara (interview) dan dokumentasi 

(documentation). Sedangkan untuk Teknik analisis data yang digunakan oleh 

Penulis ialah strategi deskriptif kualitatif dan strategi verifikasi kualitatif. 

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa: menurut teori ija>rah, praktik 

sewa menyewa lahan milik pribadi di kelurahan karangpoh kecamatan tandes 

dinyatakan tidak sah karena pada salah satu syarat sewa tidak terpenuhi yaitu 

manfaat objek yang harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Sedangkan 

menurut Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 praktik sewa menyewa 

ini tidak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan. Karena dalam prakteknya 

terdapat adanya kecacatan dalam akadnya. Kecacatan tersebut ialah dinilai tidak 

sesuai dengan rukun dan syarat ija>rah, yaitu pada manfaat objek sewa. Pihak 

kedua mengalihkan fungsi objek sewa yang semula hendak membangun rumah 

hunian berubah menjadi rumah kost tanpa meminta izin ke pihak pertama. 

Sehingga mengakibatkan adanya denda dalam sewa menyewa ini, pihak pertama 

meminta pihak kedua untuk membayar kompensasi sebesar Rp. 2.000.000. 

Saran bagi pihak yang melaukan praktik sewa menyewa lahan milik pribadi 

yaitu Pak Arif selaku penyewa untuk melakukan hal yang sesuai dengan 

perjanjian yang sudah disepakati di awal akad. Sehingga tidak akan menimbulkan 

perselisihan atau kesalah pahaman antara pemilik lahan dengan penyewa lahan 

dan juga tidak ada pihak yang dirugikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. 

Pada dasarnya dalam memenuhi kebutuhannya manusia selalu membutuhkan 

bantuan orang lain. Adapun beberapa faktor yang disebut menjadi penyebab 

antara manusia satu dengan manusia yang lain tidak dapat memisahkan 

hidup mereka ialah setiap manusia berharap kepada manusia yang lain untuk 

bisa memenuhi kebutuhan sekunder dan primer mereka bisa berupa jasa 

maupun barang. Terkadang juga manusia berusaha sesuai kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan cara ber-muamalah. Muamalah 

merupakan hubungan keperluan antara manusia satu dengan manusia yang 

lain.  

Dalam hukum Islam membahas perbuatan manusia yang sesuai 

dengan syariat Islam yaitu hukum muamalah dan ibadah. Hukum ibadah 

menjelaskan mengenai hubungan antara manusia dengan tuhan, contohnya 

seperti zakat, puasa, dan shalat. Sedangkan dalam hukum muamalah 

menjelaskan mengenai hubungan transaksi manusia dengan satu manusia 

yang lain contohnya seperti jual beli, hibah, sewa menyewa dan lain-lain. Di 

dalam kehidupan sehari-hari yang tidak kalah penting dan sering dilakukan 

oleh manusia dalam praktik muamalah salah satunya yakni sewa menyewa. 

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sewa mempunyai arti 

pemakaian sesuatu dengan membayar uang dan menyewa mempunyai arti 
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memakai dengan membayar uang sewa.1 Sesuai dengan buku yang ditulis 

oleh Sri Sudiarti yang berjudul Fiqih Mu’a>malah Kontemporer, dijelaskan 

bahwa menurut madzhab Hanafi arti sewa menyewa ialah akad terhadap 

pengambilan manfaat dengan terdapatnya imbalan/kompensasi. Menurut 

madzab Maliki sewa menyewa adalah menjadikan milik suatu kegunaan 

yang diperbolehkan dalam kurun waktu tertentu.2 

Menurut beberapa pendapat dari ulama di atas, dapat dipahami 

bahwa ada hal yang dapat diperjelas mengenai ketentuan pengambilan 

manfaat atas benda atau jasa. Dengan disesuaikan kurun waktu yang sudah 

ditentukan dan terdapatnya upah atau imbalan.  

Nabi Muhammad saw. menganjurkan kepada para sahabatnya dalam 

urusan sewa menyewa sebagaimana dalam hadis Riwayat Muslim yang 

berbunyi: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نََيَ عَنِ الْمُزَ   أنََّهُ صَلَّي  ارَعَةِ وَأمََرَ بِِلْمُؤَاجَرةَِ االلََّّ
“Sesungguhnya Rasulullah saw, melarang akad muza>ra’ah dan 

memerintahkan akad mua>jarah (sewa-menyewa).”(HR. Muslim) 

 

Sewa menyewa dalam Bahasa arab disebut dengan Al-ijārah yang 

berarti akad terhadap manfaat beserta dengan imbalannya.3 Pemilik yang 

menyewakan manfaat disebut dengan mu’ajir (orang yang menyewakan). 

Pihak lain yang menerima sewa disebut dengan Musta’jir (orang yang 

menyewa). Objek yang diakadkan untuk digunakan manfaatnya disebut 

 
1 Tim Penyusun kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), 833. 
2 Sri Sudiarti, Fiqih Mu’a>malah Kontemporer (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 194. 
3 Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 1992), 152. 
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dengan Ma’ju >r (sewaan). Sedangkan jasa yang digunakan untuk imbalan atas 

manfaat yang digunakan disebut dengan Ujrah (upah).4 

Adapun beberapa rukun dan syarat ija>rah ialah pertama, Dua orang 

yang berakad. Kedua, Sesuatu yang diakadkan, syaratnya objek transaksi 

akad dapat dimanfaatkan kegunaannya, Jelas untuk ukuran dan batas waktu.5 

Sepatutnya dimiliki oleh orang yang menyewakan atau diperbolehkan untuk 

disewakan. Ketiga, Upah (Ujrah) yang bisa dihargai dengan uang disesuaikan 

dengan kebiasaan sekitar. Dan yang terakhir ke empat, S}igha>h akad, kerelaan 

dari dua pihak yang melakukan akad.6 

Pada saat ini tidak sedikit orang yang melakukan perjanjian sewa 

menyewa, contohnya seperti sewa menyewa rumah, sewa menyewa jasa, dan 

sewa menyewa tanah. Dalam melakukan akad sewa menyewa objek yang 

digunakan harus jelas kepemilikannya. Sehingga tidak akan mengakibatkan 

masalah seperti kesalahpahaman antar pemilik lahan dengan penyewa lahan. 

Bersumber pada firman Allah Swt QS. Al-Zukruf ayat 32, sebagai 

berikut: 

يَ قْسِمُوْنَ  فِ   اهَُمْ  مَّعِيْشَتَ هُمْ  نَ هُمْ  بَ ي ْ قَسَمْنَا  نََْنُ  رَبِ كََۗ  الْْيَٰو رَحَْْتَ  فَ وْقَ د  ال ةِ   بَ عْضَهُمْ  وَرَفَ عْنَا  نْ يَاۙ 
 ا يََْمَعُوْنَ خْريًّا َۗوَرَحَْْتُ رَبِ كَ خَيٌْْ مِ َّ دَرَجٰت  لِ يَ تَّخِذَ بَ عْضُهُمْ بَ عْضًا سُ   بَ عْض  

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah 

yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami 

telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, 

agar Sebagian mereka dapat memanfaatkan Sebagian yang lain. Dan rahmat 

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Q.S. Al-Zukruf: 

32)7 

 
4 Sri Sudiarti, Fiqih Mu’a>malah …., 194. 
5 Panji Adam, Fikih Mu’a>malah (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 198. 
6 Saiful Jazil, Fiqih Mu’a>malah (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 129. 
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: Terbit Terang, 2002), 491. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

4 

 

 

 

 

Manusia di dalam kehidupan sehari-harinya mempunyai ikatan yang 

erat dengan tanah disamping kebutuhan pokok lainnya yang mempengaruhi 

kelangsungan hidup mereka. Mobil, rumah, kantor, lapangan olahraga, 

manusia, dan lain-lain, semua menggantungkan keberadaanya dengan tanah 

untuk berdiri. 

Kebutuhan tanah saat ini semakin meningkat dan membuat 

masyarakat yang memerlukan tanah bertambah banyak sehingga masalah 

sewa-menyewa tanah merupakan masalah yang menarik. Persoalan 

kepemilikan tanah merupakan masalah yang penting sehingga dalam 

pelaksanaan sewa menyewa harus bersikap bijaksana dalam proses 

penyelesaiannya. 

Seperti halnya praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh 

masyarakat di Kelurahan karangpoh Kecamatan tandes. Lebih tepatnya di 

alamat Tubanan Baru Utara Blok F No. 21 RT.001/RW.007. Terdapat proses 

perjanjian sewa menyewa tanah antara pemilik lahan dan penyewa yang 

dalam akadnya menggunakan akad ija>rah. Pengertian dari akad ija>rah sendiri 

sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Penulis menetapkan masalah 

ini sebagai akad ija>rah karena praktik yang dilakukan menggunakan objek 

sebuah lahan atau tanah yang kemudian disewakan manfaatnya kepada pihak 

penyewa dengan biaya dan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua 

belah pihak. Pihak penyewa sepakat akan mendirikan sebuah rumah hunian 

di atas tanah yang sudah disewa tersebut dan telah diberi izin oleh pemilik 
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lahan dengan syarat bahwa tidak diperbolehkan menyewakan kembali 

kepada pihak yang lain. Permasalahan muncul ketika penyewa 

mengurungkan niat untuk mendirikan rumah hunian dan memutuskan untuk 

membangun kost tanpa izin dari pemilik lahan.  

Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan di atas dapat dipahami 

bahwa dalam melakukan perjanjian sewa menyewa kedua belah pihak harus 

saling memahami ketentuan yang sudah disepakati. Sehingga penulis tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana hukum yang 

berlaku terhadap sewa menyewa tersebut. Judul yang dijadikan penulis ialah 

“Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pribadi di 

Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes”. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas dapat 

disimpulkan beberapa identifikasi masalah, sebagai berikut: 

1. Praktik sewa menyewa tanah milik pribadi di Kelurahan Karangpoh 

Kecamatan Tandes. 

2. Akad dilakukan secara tertulis dengan adanya perjanjian sewa. 

3. Penyewa dalam pemanfaatan obyek sewa menyewa tanah yang semula 

dimanfaatkan untuk pembangunan rumah hunian justru dibangun kost. 

4. Alasan penyebab penyewa menyewakan kembali tanah tersebut. 

5. Ada perjanjian baru setelah penyewa melakukan wanprestasi. 
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6. Mekanisme sewa menyewa tanah milik pribadi di Kelurahan Karangpoh 

Kecamatan Tandes. 

7. Pelaksanaan kompensasi sewa menyewa tanah akibat wanprestasi di 

Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes. 

8. Analisis hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah milik pribadi di 

Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes. 

Setelah ditemukan beberapa identifikasi masalah dalam penelitian 

maka penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang dibahas, agar 

lingkup permasalahan dapat fokus dalam pembahasan, sebagai berikut: 

1. Mekanisme sewa menyewa tanah milik pribadi di Kelurahan Karangpoh 

Kecamatan Tandes. 

2. Pelaksanaan kompensasi sewa menyewa tanah akibat wanprestasi di 

Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes. 

3. Analisis hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah milik pribadi di 

Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka 

penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang dibahas sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana mekanisme sewa menyewa tanah milik pribadi di Kelurahan 

Karangpoh Kecamatan Tandes? 
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2. Bagaimana pelaksanaan kompensasi sewa menyewa tanah akibat 

wanprestasi di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes? 

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah milik 

pribadi di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah penjelasan secara singkat tentang kajian yang 

sebelumnya sudah pernah dilakukan, sehingga bisa diketahui perbedaan 

antara penelitian yang sudah di teliti dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis tidak merupakan duplikasi penelitian yang sudah ada.  

Terdapat beberapa skripsi yang ditemukan penulis membahas tentang 

sewa menyewa tanah sebagai berikut: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Khamsiyah (2019) yang berjudul “Analisis 

Teori ija>rah Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pemkot Surabaya 

oleh Rukun Tetangga (RT) 01 Kepada Para Pedagang di Tandes 

Surabaya”. Skripsi ini menjelaskan mengenai sewa menyewa tanah yang 

bukan milik sendiri, melainkan milik pemerintah Kota Surabaya yang 

dimanfaatkan oleh Ketua RT 01 tanpa izin dari Pemerintah Kota 

Surabaya.8 Persamaan dari skripsi ini adalah pihak kedua sama-sama 

menyewakan lahan tanpa izin dari pemilik, sedangkan perbedaannya 

terletak pada akad yang dilakukan. Pada skripsi Siti Khamsiyah pelaku 

 
8 Siti Khamsiyah, Analisis Teori Ijarah Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pemkot Surabaya 
oleh Rukun Tetangga (RT) 01 Kepada Para Pedagang di Tandes Surabaya (Skripsi-UIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2019). 
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yang melakukan sewa menyewa tidak melakukan akad sama sekali 

kepada pemilik lahan yaitu Pemerintah Kota Surabaya. Tetapi dalam 

penelitian yang dilakukan penulis para pihak pertama dan kedua sudah 

melakukan akad di awal berupa sewa menyewa . 

2. Skripsi yang ditulis oleh Nadya Nilam Cahyani (2021) yang berjudul 

“Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Lahan Usaha Milik Orang Lain 

di Desa Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya”. Skripsi ini 

membahas mengenai sewa-menyewa di mana diawali dari seorang yang 

belum mempunyai pekerjaan kemudian melihat lahan kosong dan 

berniat untuk meminjam lahan tersebut kepada pihak pertama selaku 

pemilik lahan. Kemudian pemilik lahan bersedia meminjamkan lahan 

tersebut secara gratis. Seiring berjalannya waktu dikarenakan letak 

tanah yang cukup strategis, pihak kedua ini akhirnya memiliki inisiatif 

untuk menyewakan lahan tersebut untuk dapat memperoleh pemasukan 

lebih banyak.9 Persamaan dari skripsi ini adalah pihak kedua sama-sama 

menyewakan lahan tanpa izin dari pemilik, sedangkan perbedaannya 

terletak pada kegunaan objek yang disewakan. Dalam skripsi Nadya 

Nilam Cahyani pihak kedua diberikan sewa secara cuma-cuma tidak ada 

biaya yang harus dibayar namun hanya di alih fungsikan menjadi tempat 

usaha. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis tanah yang 

 
9 Nadya Nilam Cahyani, Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 
Terhadap Sewa Lahan Usaha Milik Orang Lain di Desa Benowo Kecamatan Pakal Kota Surabaya 

(Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021). 
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disewa akan dijadikan sebagai rumah hunian dan sudah ditegaskan di 

awal perjanjian biaya yang akan dibayar setiap tahunnya. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Fahril Khalimi Adna (2017) yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah yang 

Bukan Haknya (studi kasus di Bantaran Sungai Babon Kelurahan 

Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang).” Skripsi ini 

menjelaskan tentang sewa menyewa tanah yang dilakukan oleh 

masyarakat setempat daerah bantaran sungai Babon tanpa seizin 

pemiliknya yaitu pemerintah kota Semarang. Lahan tersebut diberikan 

kepada masyarakat secara cuma-cuma sebagai lahan pekerjaan tetapi 

lahan tersebut tidak digunakan sebagaimana semestinya oleh 

masyarakat, bahkan lahan tersebut disewakan kembali kepada orang lain 

dengan harga sewa yang berbeda-beda.10 Persamaan dari skripsi ini ialah 

sama-sama membahas mengenai sewa menyewa tanah, sedangkan 

perbedaannya terletak pada kepemilikan tanah. Pada skripsi yang ditulis 

oleh Fahril Khalimi Adna tanah dimiliki oleh Pemerintah kota Semarang 

dan masyarakat yang melakukan transaksi tidak meminta izin kepada 

pemilik tanah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis 

sudah jelas kepemilikannya dan sudah terjadi akad sewa menyewa di 

awal perjanjian oleh pemilik lahan dan penyewa lahan. 

 

 
10 Fahril Khalimi Adna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah yang 
Bukan Haknya (studi kasus di Bantaran Sungai Babon Kelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan 
Pedurungan, Kota Semarang) (Skripsi-UIN Walisongo Semarang, 2017). 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujan penelitian merupakan ringkasan tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam melakukan penelitiannya. Sesuai dengan rumusan masalah 

yang sudah dijelaskan, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui mekanisme sewa menyewa tanah milik pribadi di Kelurahan 

Karangpoh Kecamatan Tandes. 

2. Mengetahui pelaksanaan kompensasi sewa menyewa tanah akibat 

wanprestasi di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes. 

3. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah milik 

pribadi di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dari permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulisan dan 

penelitian ini dapat diharapkan memiliki manfaat yang baik untuk pembaca 

maupun penulis, adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Secara akademis 

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan tumpuan 

bagi peneliti berikutnya untuk dapat menghasilkan penelitian yang lebih 

baik. 

2. Secara praktis 

Mampu memberikan wawasan hukum/informasi hukum yang 

lebih jelas mengenai analisis ija>rah terhadap sewa menyewa tanah milik 
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pribadi yang kemudian ilmu tersebut dapat dilaksanakan di masyarakat 

dan memberikan jalan keluar yang baik terhadap permasalahan yang ada. 

 

G. Definisi Operasional 

Definisi operasional diperlukan agar dapat memperjelas penafsiran 

dan menghindari kesalahan dalam pemahaman judul yang digunakan, yaitu 

“Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pribadi di 

Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes”, berikut diantasanya: 

1. Hukum Islam adalah kaidah yang diturunkan oleh Allah SWT  sebagai 

manfaat umatnya di akhirat dan dunia.11 Hukum Islam yang dimaksud 

ialah Ija>rah.  

2. Sewa menyewa adalah mengambil manfaat terhadap sewa tanah yang 

dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dengan upah 

atau imbalan dan tanpa pemindahan kepemilikan.12 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai kegiatan yang 

sistematis berlandaskan atas data yang dilakukan secara objektif untuk dapat 

menjawab dan memahami lebih dalam atas suatu masalah.13 Jadi penelitian 

adalah kegiatan mengelolah, mengumpulkan, mengajikan dan juga 

 
11 Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 3. 
12 Sri Sudiarti, Fiqih Mu’a>malah …., 194. 
13 Conny R Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Grasindo, 2019), 5. 
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menganalisis suatu kajian masalah. Maka dari itu penulis membutuhkan 

metode tertentu dalam melakukan penelitian, dengan cara sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

Data yang dikumpulkan merupakan data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah yang sudah dijelaskan. Data yang 

dibutuhkan ialah sebagai berikut: 

a. Data tentang mekanisme sewa menyewa tanah milik pribadi di 

Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes. 

b. Data tentang pelaku sewa menyewa tanah milik pribadi di 

Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes. 

c. Data tentang pelaksanaan kompensasi sewa menyewa tanah akibat 

wanprestasi di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan oleh penulis di wilayah Kelurahan 

Karangpoh Kecamatan Tandes kota Surabaya lebih tepatnya di alamat 

Tubanan Baru Utara Blok F No. 21 RT.001/RW.007, karena 

permasalahan sewa menyewa terjadi di wilayah tersebut. 

3. Sumber data 

a. Sumber primer 

Sumber primer adalah data yang didapatkan langsung oleh 

penulis ketika melakukan penelitian dengan menggunakan cara 

pengawasan langsung dari masyarakat.14 Dalam penelitian ini 

 
14 Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI_Press, 2015), 12. 
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penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik 

lahan yakni ibu Marpuah, dan kepada penyewa lahan yakni Pak 

Arif. 

b. Sumber sekunder 

Sumber sekunder ialah data yang dijadikan sebagai 

tunjangan sumber data primer, pengambilan data ini menggunakan 

beberapa bahan Pustaka dan dokumen yang mempunyai hubungan 

dengan masalah yang sedang di teliti. Sumber data sekunder terdiri 

dari: 

1) Saiful Jazil, Fiqh Mu’amalah 

2) Panji Adam, Fikih Mu’amalah 

3) Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah 

4) Abdul Djamali, Hukum Islam 

5) Sri Sudiarti, Fiqh Muamalah Kontemporer 

4. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara 

langsung terhadap narasumber yang terlibat dalam sewa menyewah 

tanah di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes. Narasumber 

tersebut dapat memperkuat informasi mengenai praktik sewa 

menyewa tanah yang terjadi di Kelurahan Karangpoh Kecamatan 

Tandes. Beberapa narasumber tersebut ialah pemilik lahan yakni ibu 

Marpuah dan penyewa lahan yakni Pak Arif. 
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b. Dokumentasi  

Metode ini merupakan catatan kejadian yang berbentuk 

tulisan maupun karya-karya monumental. Datanya bersumber dari 

dokumen yang tersedia atau catatan media masa yang berkaitan 

dengan objek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk 

mempermudah penulis dalam pengelolaan, pengumpulan, 

penyusunan data yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Dalam metode ini penulis meminta data profil wilayah 

praktik sewa menyewa kepada ketua RT dan dokumentasi pada 

kegiatan wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam praktik 

sewa menyewa. Kegiatan ini dilakukan sebagai informasi yang kuat 

untuk bahan penelitian yang diteliti oleh penulis. 

5. Teknik pengolahan data 

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat Teknik pengolahan 

data guna mempermudah dalam meneliti yaitu: 

a. Editing 

Editing adalah proses pemeriksaan ulang terhadap kejelasan 

makna, kelengkapan, dan pembenaran atas semua data yang sudah 

diperoleh dalam penelitian ini.15 Hal ini bertujuan agar terhindar 

dari kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan, sehingga 

apabila terdapat kekurangan maka dapat diperbaiki dan dilengkapi.  

b. Organizing 

 
15 Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara,2005), 82. 
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Organizing adalah prosedur pengumpulan data yang 

didapatkan dengan sistematis digunakan sebagai karangan yang 

ditampung di hasil penelitian.16  

c. Analyzing 

Analyzing adalah penjabaran lanjutan dari hasil editing dan 

organizing data yang didapatkan dari sumber penelitian sehingga 

bisa mendapatkan kesimpulan dari penelitian yang diteliti ini. 

6. Teknik analisis data 

Teknik analisis data adalah langkah pembentukan, perubahan dan 

pengumpulan informasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi 

yang bermanfaat serta dapat memberikan kesimpulan yang mendukung 

penentuan dari keputusan.17 Penelitian kualitatif menggunakan dua 

strategi dalam analisis data, yaitu srategi deskriptif kualitatis dan 

strategi verifikasi kualitatif. 

a. Analisis deskriptif adalah strategi yang bertujuan agar penulis 

membuat kerangka tentang praktik sewa menyewa tanah milik 

pribadi di Kecamatan Tandes Kelurahan Karangpoh Surabaya. 

b. Pola pikir deduktif digunakan untuk mengamati dan memaparkan 

data tentang akad sewa menyewa menurut hukum Islam kemudian 

di tinjau dengan praktik sewa menyewa tanah milik pribadi di 

Kecamatan Tandes Kelurahan Karangpoh Surabaya. 

 

 
16 Ibid, 154. 
17 Resty Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: PT Graha Ilmu, 2010), 250. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Skripsi tersusun dalam 5 bab dan pada masing-masing bab berisi sub 

bab pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami isi 

dari skripsi, adapun penataannya sebagai berikut: 

Bab pertama berisikan Pendahuluan, dan di dalamnya terdapat sub 

bab latar belakang masalah,  identifikasi dan Batasan masalah, rumusan 

masalah, kajian Pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 

definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas tentang landasan teori, dimana berisikan 

mengenai konsep umum mengenai sewa menyewa meliputi definisi sewa 

menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat sewa menyewa, 

hak dan kewajiban para pihak. Berlanjut pada pembahasan teori denda yang 

meliputi pengertian denda, dasar hukum denda, pemberlakuan denda hukum 

Islam. Kemudian pembahasan Fatwa DSN No.112/DSN-MUI/IX/2017 

tentang ija>rah. 

Bab ketiga berisi mengenai deskripsi profil dari alamat Tubanan Baru 

Utara Blok F No. 21 dan juga membahas mengenai pengutaraan data yang 

termuat uraian mekanisme sewa menyewa tanah milik pribadi di Kelurahan 

Karangpoh Kecamatan Tandes. 

Bab keempat membahas mengenai analisis masalah, yang berisikan 

analisis sewa menyewa tanah milik pribadi di Kelurahan Karangpoh 

Kecamatan Tandes, analisis pelaksanaan kompensasi sewa menyewa tanah 

akibat wanprestasi di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes, dan analisis 
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hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah milik pribadi di Kelurahan 

Karangpoh Kecamatan Tandes. 

Bab kelima ialah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan dalam bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dan 

saran yang berisikan masukan dari hasil penelitian ini. 
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BAB II 

IJARA<H  DAN FATWA DSN MUI NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 

 

 

A. Konsep Ija>rah Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Ija>rah 

Dalam Bahasa arab lafal Al-Ija>rah mempunyai arti sewa, upah, 

jasa, atau imbalan. Ija>rah merupakan salah satu muamalah yang 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia contohnya seperi sewa 

menyewa, kontrak pada jasa perhotelan, dan lain-lain.1  

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Pasal 

20 menyebutkan ija>rah adalah sewa barang pada jangka watu tertentu 

dengan pembayaran.2 

Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et al, ija>rah 

merupakan transaksi yang dilakukan dari suatu manfaat atas barang 

tertentu yang hukumnya mubah, atau transaksi atas suatu pekerjaan 

yang kemudian dibayarkan dengan upah.3 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sewa mempunyai arti 

pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa 

mempunyai arti memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa.4 

 
1 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203. 
2 Imam Mustofa, Fiqih Mu’a>malah Kontemporer (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), 102. 
3 Mardani, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 195. 
4 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), 833. 
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Jadi sewa menyewa dapat diartikan menggunakan barang orang lain 

kemudian memberikan uang atas imbalan sewa menyewa tersebut. 

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, Ija>rah merupakan akad penyediaan dana yang digunakan untuk 

memindahkan hak guna maupun manfaat dari barang berdasarkan 

transaksi sewa menyewa, tanpa memindahkan kepemilikan barang itu 

sendiri.5 

Sedangkan menurut terminologi, terdapat beberapa definisi Al- 

Ija>rah menurut para ulama fikih, yaitu : 

a. Pada buku yang berjudul Bank Syariah dari Teori ke Praktik yang 

ditulis oleh Syafi’I Antonio, menyebutkan pendapat madzhab 

Maliki ija>rah merupakan perpindahan atas kepemilikan manfaat 

terhadap sesuatu yang diperbolehkan diwaktu tertentu dengan suatu 

kompensasi tertentu.  

b. Menurut pendapat madzab Hanafi memberi definisi ija>rah adalah 

transaksi yang dilakukan terhadap suatu manfaat dengan adanya 

imbalan berupa harta.6  

c. Pada buku yang ditulis Harun yang berjudul Fiqh Mu’a>malah, 

menyebutkan pendapat madzab Syafi’i berpendapat bahwa ija>rah 

merupakan akad yang dilakukan atas suatu manfaat tertentu dan 

bersifat boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.7  

 
5 Pasal 19 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
6 Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 117. 
7 Harun, Fiqih Mu’a>malah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122. 
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d. Menurut madzab Hambali berpendapat ija>rah adalah akad yang 

dilakukan untuk mendapatkan suatu manfaat yang bisa dikatakan 

sah apabila mengucapkan lafal Ija>rah dan semacamnya.8 

Melihat beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, para 

ulama banyak menerjemahkan definisi terhadap ija>rah. Berdasarkan  

pendapat dari penulis, ija>rah merupakan kesepakatan antara penyewa 

dan pemilik sewa atas pemanfaatan barang atau jasa dengan imbalan dan 

jangka waktu sesuai dengan kesepakatan tanpa adanya perpindahan 

kepemilikan. 

2. Dasar hukum ija>rah 

Para ulama dalam membahas dasar hukum diperbolehkannya 

melakukan ija>rah menggunakan Al-Qur’an, Hadis Rasulullah, dan ijma’. 

Berikut beberapa landasan dasar hukum yang membahas mengenai 

ija>rah: 

a. Al-Qur’an 

1) Dalam firman Allah Swt Surat Al-Qashas ayat 26 : 

 يْنُ الْامِ اِنَّ خَيْْمََنِ اسْتَأْجَرْتَ  صلىقاَلَتْ اِحْدَىهُمَايَآبَتِ اسْتَأْجِرْهُ 
“Salah seorang dari dua Wanita itu berkata: Wahai 

bapakku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), 

karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 

dipercaya” 

 

Ayat ini menceritakan mengenai perjalanan Nabi Musa 

as yang bertemu dengan putri Nabi Ishak as. Salah satu 

 
8 Syafi’I Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktik…, 317. 
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putrinya meminta tolong kepada Nabi Musa as untuk 

menggunakan jasanya guna mengembalakan dombanya. 

Kemudian pada ayat selanjutnya menceritakan bagaimana Nabi 

Musa as itu bekerja dan sistem imbalan yang diterima. Jadi ayat 

di atas membahas mengenai dasar kontrak ija>rah yang 

menggunakan jasa seseorang untuk digunakan atau disewa dan 

bagaimana  sistem pembayaran upah yang dilakukan.9 

2) Dalam firman Allah Swt Surat Al-Baqarah ayat 233 : 

تََ ضِعُو ْ  انَْ  ارََد تُّْ  وَاِنْ  تُمْ  ااِذَْ عَلَي كُمْ  جُنَاحَْ فَلَْ اوَ لََدكَُمْ  اتَس  تُمْ  مَّاْ  سَلَّم    اٰتَ ي  
 بَصِي رْ نَْتَ ع مَلُوْ  بِاَ اللَّْٰ انََّْ و  اْوَاع لَمُْ اللَّْٰ وَات َّقُوا و فِ ْرُْبِِل مَعْ 

 “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 

lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran 

dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah Swt dan 

ketahuilah bahwa Allah Swt Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan.” 

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa diperbolehkannya 

seseorang menyewa jasa orang lain untuk dapat menyusui 

anaknya. Tetapi dengan syarat memberikan imbalan atau 

pembayaran yang sesuai. Sehingga ayat ini menunjukkan 

terdapat jasa orang lain yang digunakan dan terdapatnya 

imbalan yang harus di bayar secara layak. 

b. Al-Hadis 

1) Hadis Ibnu Abbas :10 

 
9 Harun,Fiqih Mu’a>malah …. 123. 
10 Mahmudatus Sa’diyah, Fiqih Mu’a>malah II (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), 73. 
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اللَّ ُ  رَضِيَ  عَبَّاس   ابْنِ  صَل ىعَنِ  النَّبِ   اِحْتَجَمَ   : هُمَاقاَلَ  عَن ْ وَسَلَّمَ     عَلَيْهِ   ُ اللَّ 
جَّامَ    أَجْرهَُ وَأعَْطَى الُْْ

“dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata: Nabi Muhammad saw 

berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu 

upahnya.” (HR. Al-Bukhari). 

 

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pada zaman 

Rasulullah saw, beliau sudah menerapkan sewa menyewa jasa 

dengan memberikan upah kepada seseorang yang jasanya 

disewa. Maka sewa menyewa jasa diperbolehkan asal 

memberikan upah yang sesuai dengan jasa yang dipakai. 

2) Hadis Ibnu Umar 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أعَْطوُْا  هُمَاقاَلَ: قاَلَ رَسُوْلُ اللَِّ  صَلَّى اللَّ  ُ عَن ْ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللَّ 
 أَلَْْخِيْْأََ جْرهَُ قَ بْلَ أنْ يََِفَّ عَرَقهُُ 

“Dari Ibnu ‘Umar r.a ia berkata: Rasulullah saw 

Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum 

keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).11 

 

Hadis ini mempunyai keterkaitan dengan praktik ija>rah 

saat ini ialah terdapat keharusan untuk memberikan imbalan 

sesuai dengan perjanjian atau batas waktu yang sudah 

ditentukan diawal akad. Sehingga penyewa tidak menunda-

nunda dalam memberikan imbalan kepada pemilik sewa dari 

batas waktu yang telah disepakati. 

3) Ijma’  

Para ulama setuju bahwa ija>rah diperbolehkan untuk 

dilakukan. Hal ini didasari dengan kebutuhan manusia terhadap 

 
11 Ibid., 73. 
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jasa-jasa tertentu seperti kebutuhan barang. Allah Swt telah 

memerintahkan bahwa ija>rah bertujuan untuk kemaslahatan 

seluruh umat. 

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat orang mampu 

yang mempunyai rumah dan tidak ditempati. Disisi lain ada 

orang yang tidak mempunyai rumah. Sehingga dengan 

diperbolehkannya melakukan ija>rah maka orang yang tidak 

memiliki rumah bisa tinggal di rumah orang lain yang tidak 

sedang digunakan untuk beberapa waktu. Orang tersebut 

memberikan imbalan berupa uang sewa kepada pemilik rumah 

yang sudah disepakati tanpa harus membeli rumah tersebut. 

Sehingga keduanya saling mendapatkan keuntungan masing-

masing. 

Jadi berdasarkan dasar hukum di atas yang sudah dijelaskan 

maka dapat disimpulkan bahwa ija>rah ini hukumnya boleh dilakukan 

dalam agama Islam dengan syarat harus sesuai dengan syariat Islam. 

Dengan adanya ija>rah juga dapat membuat keuntungan dari masing-

masing pihak. 

3. Rukun ija>rah 

Menurut ulama hanafiyah rukun ija>rah adalah shighat (ijab dan 

Kabul), sementara itu menurut jumhur ulama rukun ija>rah mempunyai 4 

unsur, yaitu :12 

 
12 Abu Azam Al Hadi, Fikih Mu’a>malah Kontemporer (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 81. 
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a. Pihak yang melakukan akad 

Dalam ija>rah terdapat 2 orang yang melakukan akad yaitu 

Mu’jir dan Musta’jir. Mu’jir adalah orang yang memberikan sewa. 

Musta’jir adalah orang yang menerima sewa. 

b. S}higha>h (Ijab dan Kabul) 

Ijab dan Qabul adalah pernyataan, penjelasan, dan ungkapan 

yang dilakukan oleh Mu’jir dan Musta’jir sebagai gambaran dalam 

melakukan akad Ija>rah. 

c. Upah (Ujrah) 

Ujrah adalah upah yang diberikan kepada Musta’jir atas jasa 

yang diberikan. Adapun syarat upah yang diberikan, sebagai 

berikut: 

1) Jumlah yang diberikan harus diketahui dengan jelas. 

2) Upah diberikan secara bersamaan dengan penerimaan barang 

yang disewa. 

d. Manfaat 

Manfaat objek sewa disini harus dijelaskan secara rinci dan 

diketahui oleh kedua belah pihak. Sehingga dapat mencegah apabila 

suatu hari terdapat perselisihan antara pemilik sewa dan penyewa. 

Jika manfaat objek sewa tidak jelas, maka transaksi sewa-menyewa 

dianggap tidak sah.  
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4. Syarat ija>rah 

Ija>rah dianggap sah apabila memenuhi beberapa rukun dan 

syaratnya. Adapun syarat-syarat dari ija>rah yang dimaksud sebagai 

berikut:13 

a. Syarat bagi orang yang melakukan akad ialah telah baligh dan 

berakal. Jadi apabila orang tersebut belum berakal selayaknya anak 

kecil atau orang gila maka ija>rah dianggap tidak sah. Menurut 

Ulama Hanafi dan Maliki orang yang melakukan akad tidak harus 

berusia baligh, jadi anak yang sudah mumayiz dapat melakukan 

akad Ija>rah dengan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh 

walinya. 

b. Pihak yang melakukan akad harus rela dalam melakukan akad 

Ija>rah, apabila salah satu dari mereka melakukan dengan terpaksa 

maka akadnya dianggap tidak sah.14 

c. Manfaat yang digunakan sebagai objek Ija>rah harus didapati dengan 

jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dilain hari. Apabila 

mendapati masalah manfaat ija>rah yang tidak jelas, maka akad 

tersebut dianggap tidak sah. 

d. Objek ija>rah harus dalam keadaan yang tidak ada cacatnya dan 

dapat digunakan secara langsung. Ulama fikih mengatakan bahwa 

 
13 Akhmad Farroh, Fiqih Mu’a>malah dari Klasik hingga Kontemporer (Malang: UIN Maliki 

Press,2018), 52. 
14 Ibid, 53. 
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tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu yang tidak dapat 

diserahkan. 

e. Objek Ija>rah yang digunakan adalah objek yang dibolehkan agama 

Islam. Sehingga menurut ulama fikih kita tidak boleh menyewa 

orang untuk membunuh, tidak boleh memberi upah kepada tukang 

sihir, tidak boleh menyewakan tempat tinggal untuk prostitusi atau 

tempat berjudi. 

5. Macam-macam ija>rah 

Pada umumnya ija>rah terdiri atas:15 

a. Ija>rah ‘Ayyan ialah pemberian imbalan atas pengambilan manfaat 

dari suatu benda yang di sewa, contohnya seperti pakaian, rumah, 

dan lain-lain. 

b. Ija>rah ‘Amal adalah pemberian imbalan atas suatu keahlian atau 

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, contohnya seperti seorang 

pelayan, kuli bangunan, notaris, dan lain-lain. 

6. Hak dan kewajiban para pihak 

Dalam menjalankan perjanjian ija>rah tentu terdapat hak dan 

kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak, berikut penjelasan 

mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa 

menyewa16: 

a. Pihak pemilik obyek sewa menyewa  

 
15 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). 426. 
16 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Jogjakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2018), 73. 
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1) Pemilik obyek sewa wajib menyerahkan barang atau 

mempersilahkan kepada pihak penyewa untuk menggunakan 

lahan sesuai dengan kesepakatan. 

2) Memberikan manfaat kepada pihak penyewa atas barang yang 

disewakan selama waktu yang sudah ditentukan di awal sewa. 

3) Pemilik obyek sewa berhak menerima uang sewa dengan harga 

yang sudah ada dalam perjanjian. 

4) Jika masa sewa sudah berakhir maka pemilik obyek sewa 

berhak menerima kembali barang miliknya. 

b. Pihak yang menyewa lahan17 

1) Pihak yang menyewa lahan wajib hukumnya untuk memakai 

lahan yang disewa sesuai dengan perjanjian yang sudah 

diberikan diawal. 

2) Membayarkan harga sewa pada waktu yang sudah disepakati. 

3) Pihak penyewa berhak menerima manfaat dari lahan yang sudah 

disewa. 

4) Selama pihak penyewa memanfaatkan lahan tidak boleh 

mendapatkan gangguan dari pihak lain. 

5) Berhak menerima ganti rugi, apabila terdapat kekurangan pada 

lahan yang disewa atau tidak sesuai dengan perjanjian di awal. 

Dalam pelaksanaan sewa menyewa ini masing-masing pihak 

harus melakukan masing-masing prestasi. Munculnya wanprestasi dapat 

 
17 Ibid., 74. 
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menyebabkan dibatalkannya perjanjian dan dapat juga menimbulkan 

tuntutan ganti rugi bagi pihak yang telah dirugikan.  

7. Akibat hukum akad ija>rah 

Ija>rah terbagi menjadi dua, yaitu ija>rah atas pekerjaan atau upah-

mengupah dan ija>rah terhadap suatu benda atau sewa-menyewa.18 

a. Hukum sewa menyewa 

Ija>rah diperbolehkan jika menggunakan objek yang mubah, 

contohnya seperti kamar, rumah, dan lain-lain. Tetapi tidak 

diperbolehkan melakukan ija>rah terhadap benda-benda yang 

diharamkan. 

1) Ketetapan hukum akad dalam ija>rah 

Madzhab hanafi berpendapat bahwa ketetapan akad 

ija>rah ialah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut 

madzhab Maliki, hukum ija>rah sesuai dengan keberadaan 

manfaat. Sedangkan menurut madzhab Syafi’i dan Hambali, 

hukum ija>rah tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut 

menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak. 

2) Cara memanfaatkan barang sewaan 

a) Sewa rumah 

Jika seseorang menyewa rumah, mereka diizinkan 

untuk menggunakan secara bebas, baik dimanfaatkan 

sendiri atau dengan orang lain. Bahkan dalam sewa rumah 

 
18 Rachmat Syafi’I, Fiqih Muamalah (Bandung; Pustaka Setia, 2001), 132. 
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ini diperbolehkan untuk disewakan lagi atau dipinjamkan 

kepada orang lain. 

b) Sewa tanah 

Dalam sewa-menyewa tanah ini diharuskan untuk 

memberitahu dengan jelas manfaat yang di gunakan, 

seperti apa yang akan ditanami ditanah tersebut atau 

bangunan apa yang akan didirikan di atas lahan tersebut. 

Apabila tidak dijelaskan maka ija>rah dianggap tidak sah. 

c) Sewa kendaraan 

Dalam sewa menyewa kendaraan, terdapat dua hal 

yang harus dijelaskan yaitu tempat dan waktu. Selain itu 

juga harus dijelaskan barang yang hendak dibawa atau 

benda yang akan diangkut. 

3) Perbaikan barang sewaan 

Menurut pendapat dari madzhab Hanafi, apabila barang 

yang disewakan tersebut mengalami kerusakan, maka yang 

berkewajiban memperbaiki ialah pemilik dari barang tersebut. 

Pemilik barang tidak diberikan upah karena dianggap sukarela. 

Selain itu terdapat hal-hal kecil yang merupakan kewajiban 

penyewa ialah membersihkan sampah. 

b. Hukum upah-mengupah 

Ija>rah ‘ala al-a’mal atau upah-mengupah, ialah sewa 

menyewa jasa. Pada umumnya berlaku dalam hal seperti 
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membangun rumah, menjahit pakaian, dan lain-lain. Sewa menyewa 

ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Ija>rah khusus 

Ija>rah khusus ialah sewa menyewa yang dilakukan oleh 

seorang pekerja. Pada hal ini seorang bekerja tersebut tidak 

diperbolehkan bekerja selain dengan orang yang telah 

memberikan upah.  

2) Ija>rah mushtarik 

Ija>rah mushtarik ialah sewa menyewa yang dilakukan 

melalui kerja sama. Sehingga hukumnya diperbolehkan bekerja 

sama dengan orang lain.19 

8. Berakhirnya akad ija>rah 

Akad ija>rah dapat dikatakan berakhir apabila terdapat hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Objek ija>rah musnah atau hilang. 

b. Batas waktu yang disepakati telah berakhir. 

c. Salah seorang yang berakad wafat. 

d. Apabila terdapat halangan dari salah satu pihak, contohnya seperti 

lahan yang disewakan disita Bank karena adanya hutang, maka akad 

ija>rah dianggap batal.20 

 
19 Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 132. 
20 Sohari dan Ru’fah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 172. 
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Dalam buku yang berjudul Hukum Perjanjian dalam Islam yang 

ditulis oleh Chairuman Pasaribu bahwa hal yang dapat menyebabkan 

berakhirnya masa sewa disebabkan karena: 

a. Terdapatnya aib pada barang sewaan 

Yang dimaksudkan terdapatnya aib pada barang sewaan ini 

ialah objek yang digunakan untuk sewa terdapat kerusakan akibat 

dari kelalailan penyewa sendiri. Sebagai contoh penggunaan barang 

sewa tidak sesuai dengan petunjuk yang seharusnya dilakukan oleh 

penyewa, sehingga dalam hal ini pihak pemilik objek sewa berhak 

untuk meminta pembatalan sewa. 

b. Barang yang disewakan rusak 

Perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan apabila objek 

sewa terdapat kerusakan, sehingga membuat objek sewa tersebut 

tidak bisa digunakan atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan 

perjanjian. Contohnya sepertu objek sewa yang digunakan yaitu 

rumah, kemudian rumah tersebut mengalami musibah kebakaran, 

sehingga rumah tersebut hangus. Maka perjanjian sewa menyewa 

tersebut batal. 

Ulama Hanafi berpendapat bahwa diperbolehkan untuk 

membatalkan ija>rah karena adanya udzur, walaupun dari salah satu 

pihak. Contohnya seperti orang yang menyewa lahan untuk 

berdagang, kemudian penjualan mengalami penurunan hingga 

bangkrut, maka bisa membatalkan ija>rah. 
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c. Manfaat sudah terpenuhi sesuai perjanjian 

Apabila dalam sewa menyewa sudah mencapai tujuan maka 

akad ija>rah batal dengan sendirinya. Hal ini diungkapkan didalam 

buku Fikih Islam yang ditulis oleh Muhammad Anwar, bahwa 

kewenangan pengembalian barang sewaan jika telah habis 

tempatnya atau terdapat alasan lain yang menyebabkan selesainya 

perjanjian. 

Jika dalam perjanjian sewa menyewa tenggang waktu yang 

sudah di sepakati sudah habis, maka penyewa wajib mengembalikan 

barang sewa kepada pemiliknya (yang menyewakan).21 

Menurut Sayyid Sabiq, pembatalan dan berakhirnya ija>rah dapat 

dilakukan apabila terdapat hal berikut: 

a. Terdapatnya cacat barang yang disewakan ketika dalam penguasaan 

penyewa. 

b. Barang yang disewakan terdapat kerusakan, seperti bangunan rumah 

yang ambruk. 

c. Rusaknya barang yang diupahkan. Contohnya seperti bahan baju 

yang dibayarkan untuk menjahit. 

d. Manfaat yang diakadkan sudah terpenuhi sesuai dengan waktu yang 

sudah disepakati dan pekerjaan yang sudah selesai. 

 
21 Chairuman Pasaribu, Hukum perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 58. 
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e. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa, akad ija>rah dapat dibatalkan 

apabila terjadi kejadian-kejadian yang besar, seperti pencurian 

barang, kebakaran, modal yang habis.22 

 

B. Denda dalam Hukum Islam 

1. Pengertian denda 

Denda menurut hukum Islam ialah hukuman yang harus 

dibayarkan dengan melibatkan uang dalam jumlah tertentu dikarenakan 

telah melanggar aturan. Dalam KBBI denda mempunyai arti (1) 

hukuman yang harus dibayar dengan uang (2) uang yang harus 

dibayarkan sebagai hukuman dikarenakan melanggar aturan seperti 

undang-undang, dan sebagainya.23 

Denda juga salah satu dari macam hukuman ta’zi>r. Ta’zi>r sendiri 

menurut bahasah ialah ta’dih, mempunyai arti memberi pelajaran. Dapat 

juga diartikan sebagai Ar-Raddu Wal Manú, yang artinya mencegah dan 

menolak.24 

Ta’zi>r merupakan hukum yang harus ada akibat timbul 

kesalahan, dimana pemberi syari’at tidak memberikan hukuman secara 

tertentu. Didalam buku Nurul Irfan dan Masyrofah Fikih Jinayah, 

menurut Wahbah Zuhaili ta’zi>r ialah hukuman yang diputuskan bagi 

 
22 Abdul Rahman, Fiqih Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 126. 
23 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasiona, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), 338. 
24 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 12. 
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seseorang yang telah melakukan perbuatan maksiat yang tidak 

dikenakan hukuman had.25 

Menurut Al-syirazi ta’zi>r merupakan hukuman yang tidak 

ditetapkan oleh Al-Qur’an dan Hadis yang melanggar hak Allah Swt dan 

hak hamba, bertujuan untuk membuat pelaku tidak mengulangi lagi 

kejahatan yang sama.26 

Berdasarkan beberapa definisi yang sudah diuraikan di atas, 

ta’zi>r merupakan hukuman yang diwajibkan karena timbul masalah. 

Hukuman yang paling ringan ini berbentuk seperti mempermalukan dan 

menegur. Ada juga yang bersifat materi contohnya denda hingga 

hukuman yang berat adalah hukuman mati terpidana. 

2. Pemberlakuan denda menurut hukum Islam 

Para ulama fikih memberikan pendapat yang berbeda mengenai 

pemberlakuan denda. Sebagian mengutarakan bahwa hukuman denda 

tidak boleh dilakukan dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa 

boleh melakukan hukuman denda. 

Para ulama membagi jenis-jenis ta’zi>r menjadi 4 (empat) 

golongan:27 

a. Hukuman fisik, contohnya seperti dera atau cambuk. 

b. Hukuman psikologis, contohnya seperti pengasingan atau penjara. 

 
25 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), 139. 
26 Islamul Haq, Fiqh Jinayah (Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 121. 
27 Ahmad Wardi Muslich, Hukum..., 258. 
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c. Hukuman finansial, contohnya seperti dikenakan denda atau 

penyitaan. 

d. Hukuman lain yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan 

umum. 

Untuk denda membayar tambahan uang sewa yang diakibatkan 

melakukan wanprestasi, termasuk dalam kelompok yang ketiga yaitu 

hukuman ta’zi>r yang bersifat finansial. Dapat juga denda tersebut 

dinamai dengan Sharth Jaza>i,  ialah kesepakatan antara dua pihak dalam 

suatu transaksi untuk menentukan kompensasi material yang menjadi 

hak pihak dala kontrak untu kerugian yang disebabkan oleh kegagalam 

pihak kedua untuk melaksanakan kewajibannya. 

Denda tersebut diperbolehkan untuk dilakukan dengan syarat 

pada hakikatnya saat melakukan transaki tersebut bukan transaksi 

hutang piutang. Besar nominal yang diputuskan harus wajar, sesuai 

dengan besarnya kerugian yang terjadi secara riil. 

3. Syarat penggunaan hukum denda 

Denda membayar tambahan uang sewa akibat wanprestasi ini 

disebut sebagai sanksi atau hukuman, tujuannya agar tidak terulang lagi 

perbuatan yang melanggar perjanjian. Didalam Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah menjelaskan tentang bagaimana ketentuan seseorang 

yang disebut ingkar janji. Dalam pasal 36 disebut:28 

a. Tidak melakukan hal yang sudah dijanjikan. 

 
28 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang ingkar janji dan sanksinya, Pasal 36. 
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b. Melakukan apa yang sudah dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan 

perjanjian. 

c. Telambat melakukan apa yang sudah dijanjikan. 

d. Melanggar hal-hal yang tidak boleh dilakukan didalam perjanjian. 

Sementara itu didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga 

membahas mengenai pihak yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi 

beberapa sanksi. Disebutkan pada Pasal 38 yaitu: 

a. Membayar ganti rugi 

b. Peralihan resiko 

c. Denda 

d. Pembatalan akad, dan/atau 

e. Membayar biaya perkara 

 

C. Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ija>rah 

1. Ketentuan umum29 

a. Akad Ija>rah adalah akad sewa yang dilakukan oleh mu’jir dan 

Musta’jir atau oleh Musta’jir  dan ajir untuk mempertukarkan 

manfaat baik barang atau jasa. 

b. Mu’jir adalah pihak yang berperan menyewakan barang, baik berupa 

orang atau dipersamakan dengan orang, dan berupa badan hukum 

atau tidak berbadan hukum. 

 
29 DSN-MUI, Fatwa DSN MUI Tentang Akad Ijarah (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 3. 
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c. Musta’jir adalah pihak yang berperan untuk menerima manfaat dari 

objek ija>rah. Baik berbentuk badan hukum atau tidak berbadan 

hukum. 

d. Manfa’ah adalah manfaat objek yang digunakan dari proses 

penggunaannya. 

2. Ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa30 

a. Manfaat yang diambil dari objek sewa harus sesuai dengan syariah. 

b. Manfaat harus diketahui oleh Mu’jiri dan Musta’jir/Ajir dengan 

jelas. 

c. Mu’jir dan Musta’jir harus menyepakati jangka waktu serta tata 

cara pernggunaan barang sewa. 

d. Dalam akad ija>rah ‘ala> al-a’yan, Musta’jir boleh menyewakan 

kembali dengan syarat harus sudah diizinkan oleh Mu’jir. 

e. Dalam akad ija>rah ‘ala > al-a’yan, apabila terjadi kerugian dalam 

pemanfaatan obyek maka Musta’jir tidak wajib untuk menanggung 

resiko. 

 

 

 

 

 

 

 
30 Ibid, 6. 
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3. Ketentuan penutup31 

Apabila salah satu pihak dalam menjalankan kewajibannya tidak 

sesuai kesepakatan atau terdapat perselisihan diantara pihak, maka 

solusinya dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa sesuai 

dengan peraturan yang berlaku di perundang-undangan setelah tidak 

menemukan jalan tengah melalui musyawarah. 

 
31 DSN-MUI, Fatwa DSN MUI Tentang Akad Ijarah (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 7. 
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BAB III 

MEKANISME SEWA MENYEWA TANAH MILIK PRIBADI DI 

KELURAHAN KARANGOH KECAMATAN TANDES  

 

 

A. Profil Umum Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes 

1. Letak geografis 

Karangpoh merupakan salah satu Kelurahan yang terletak di 

wilayah Tandes tepatnya di bagian Surabaya Barat. Dengan batas 

wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara   : Wilayah Balongsari 

b. Sebelah Timur  : Wilayah Tandes, Kel. Tanjungsari,  

c. Sebelah Selatan  : Wilayah Lontar, Kec. Sambikerep. 

d. Sebelah Barat  : Wilayah Balongsari, Kel. Lontar 

2. Keadaan penduduk 

Di daerah Tandes Surabaya ini, menurut dari data yang 

didapatkan jumlah penduduk terdiri atas 8.711 orang dengan jumlah 

2.374 Kartu Keluarga yang dirinci atas : 1 

a. Laki-Laki : 4.751 orang 

b. Perempuan : 3.960 orang 

 

 

 

 
1 Data Monografi Tandes Februari 2022. 
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3. Kehidupan masyarakat Kelurahan karangpoh 

Pada bagian ini, peneliti menggambarkan bagaimana kondisi 

kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Karangpoh, 

adapun pemaparannya sebagai berikut: 

a. Kondisi sosial ekonomi 

Kondisi sosial masyarakat Kelurahan Karangpoh dinilai 

memiliki rasa persaudaraan yang kuat satu sama lain. Hal ini dapat 

dilihat dari beberapa kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh 

masyarakat yaitu selalu melakukan gotong-royong dan masih 

menjalankan adat-istiadat dengan baik. 

Masyarakat Karangpoh mempunyai beberapa kegiatan rutin 

yang dilakukan dalam rangka menjalin kerukunan dan mempererat 

persaudaraan. Apabila terdapat kegiatan Peringatan Hari Besar 

(PHB) maka bapak-bapak akan melakukan kerja bakti Bersama 

yang dipimpin oleh Ketua RT. Selain itu setiap hari minggu ibu-ibu  

melakukan kegiatan senam pagi Bersama. 

Secara ekonomi, masyarakat Karangpoh terlihat cukup baik 

bagi sebagaian warganya yang sebagian besar merupakan pemilik 

toko dan buruh pabrik. Sebagaian yang lainnya berprofesi sebagai 

wiraswasta. 

b. Kondisi keagamaan 

Sebagian besar masyarakat Karangpoh menganut agama 

Islam. Mengenai jumlah sarana tempat beribadah di daerah ini 
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terdapat 5 masjid dan 3 musholah. Adapun juga kegiatan 

keagamaan yang dilakukan rutin oleh masyarakat Karangpoh adalah 

pengajian istigosah oleh bapak-bapak dan anggota organisasi remaja 

masjid yang diadakan di hari jumat setiap dua minggu sekali, dan di 

hari minggu untuk ibu-ibu. Ada juga kegiatan Taman Pendidikan 

Al-Qur’an) di hari senin-jumat pada pukul 15.30 - 17.00 WIB untuk 

anak-anak. 

 

B. Latar Belakang Sewa Menyewa Milik Pribadi  

Pada salah satu wilayah di Kelurahan karangpoh tepatnya di Jl. 

Tubanan Baru Utara blok F No. 21 RT.001/RW.007 terdapat tanah kosong 

milik bu Marpuah yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan apapun. Tanah 

tersebut terletak di antara pemukiman warga. Luas tanah tersebut sekitar 8 x 

25 m. Pada tahun 2021 Bu Marpuah sepakat untuk memanfaatkan tanah 

tersebut dikarenakan sayang jika tanah miliknya tidak dimanfaatkan. Dan 

juga dengan dimanfaatkannya tanah tersebut dapat menghasilkan uang yang 

bisa membantu ekonomi beliau. 

“Tanah saya ini sebelumnya belum pernah dibangun apa-apa mbak, 

setelah saya fikir-fikir ini bagus juga kalau saya sewakan ke orang 

yang memang butuh. Mulai dari situ di awal tahun 2021 saya mulai 

promosi-promosi ke teman-teman saya lewat status whatsapp gitu, 

dibantu juga sama saudara-saudara saya buat promosi tanah saya ini. 

Nah akhirnya setelah itu gak lama ada pak arif datang yang mau sewa 

tanah saya. Jadi kita bicarain sepakatnya seperti apa baru kita sama-

sama sepakat.”2 

 

 
2 Marpuah, Wawancara, Surabaya, 04 Februari 2022. 
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Setelah itu Bu Marpuah mulai mempromosikan tanah yang akan 

dimanfaatkan tersebut. Beberapa saat kemudian, Pak Arif berminat untuk 

memanfaatkan tanah milik Bu Marpuah dijadikan sebagai rumah hunian. 

Dan akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan sewa menyewa dengan 

beberapa persyaratan yang sudah disetujui.  

Pada awal terjadinya akad, Bu Marpuah selaku pemilik lahan 

melakukan perjanjian tertulis dengan Pak Arif, yakni pembayaran dilakukan 

per tahun sebesar Rp. 7.000.000. Akhirnya Pak Arif menyetujui dan sewa 

menyewa dimulai di tanggal 20 Januari 2021. 

Di tahun 2021 pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian. 

Ditahun ke dua terdapat perubahan jumlah pembayaran dikarenakan pihak 

penyewa tidak menjalankan perjanjian dengan semestinya, yakni didalam 

perjanjian disebutkan bahwa Pak Arif akan membangun rumah hunian tetapi 

ditahun berikutnya rumah tersebut dijadikan sebagai rumah kost. Sehingga 

pemilik tanah meminta kompensasi tambahan untuk denda di pembayaran 

selanjutnya dan seterusnya. Itulah latar belakang terjadinya transaksi sewa 

menyewa antara pihak menyewa dengan pihak yg menyewa. 

 

C. Penghasilan Sewa Menyewa  

Pada tahun 2021 merupakan tahun terjadinya akad sewa menyewa 

yang dilakukan oleh bu Marpuah dan pak Arif. Didalam perjanjian telah 

disetujui harga sewa dan pembayaran dilakukan per tahun. Di tahun pertama 

Pak Arif membayar lunas harga sewa sebesar Rp. 7.000.000. 
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“Di pembayaran awal itu pak arif langsung bayar lunas mbak tujuh 

juta itu, sebelumnya memang saya dan suami berencana tinggal di 

kalimantan karena suami saya juga kerjanya buruh borongan jadi saya 

dan ketiga anak saya ikut kesana. Uang dari pak arif itu saya gunakan 

untuk modal pergi ke sana mbak, disana saya juga cuman 4 bulan 

saja. Berangkat bulan februari awal terus mei itu saya sudah balik 

Surabaya.”3 

 

Sesuai pernyataan di atas pembayaran ditahun pertama itu, 

digunakan oleh Bu Marpuah sebagai modal untuk biaya transportasi ke 

Kalimantan. Disana Bu Marpuah mengikuti suaminya yang bekerja sebagai 

buruh borongan. Bersama ketiga anaknya Bu Marpuah dan suami pergi ke 

Kalimantan untuk sementara. Di sana beliau hidup di rumah kontrakan 

selama 4 bulan.  

Pada bulan Mei 2021 Bu Marpuah kembali ke Surabaya dan 

mengetahui bahwa Pak Arif sudah mendirikan bangunan rumah kost di atas 

tanahnya dan sudah berpenghuni. Bu Marpuah sempat heran dan akhirnya 

menghubungi Pak Arif untuk meminta kejelasan. Pak Arif mengunjungi 

rumah bu Marpuah dan menjelaskan bahwa dirinya membangun rumah kost 

di atas tanah yang sudah di sewa. Lalu bu Marpuah menegur pak arif karena 

merasa sudah tidak menepati apa yang sudah tertulis di perjanjian. 4 

Di dalam surat perjanjian sudah tertulis jelas bahwa di atas tanah 

tersebut akan dibangun rumah hunian dan tanah yang sudah disewa tersebut 

tidak boleh disewakan kembali dalam bentuk apapun termasuk rumah kost. 

Setelah melakukan beberapa negosiasi akhirnya bu Marpuah memutuskan 

untuk meminta kompensasi ke Pak Arif sebesar Rp. 2.000.000. Pak Arif 

 
3 Ibid. 
4 Marpuah, Wawancara, Surabaya, 04 Februari 2022. 
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setuju dengan keputusan yang diberikan dan membayarkan denda tersebut. 

Sehingga untuk permbayaran sewa di tahun berikutnya berubah menjadi Rp. 

9.000.000 / tahun. Namun kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak 

untuk kontrak berikutnya, yaitu sewa menyewa dilakukan setiap 5 tahun 

sekali dengan total pembayaran Rp. 45.000.000 / 5 tahun. 

Dengan begitu bentuk perjanjian baru ini sesuai dengan surat 

perjanjian pada Pasal 5 point b yang berbunyi “Mempergunakan rumah 

untuk tujuan yang lain dari pada yang disepakati dalam perjanjian ini, 

kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari Pihak Pertama”. 

 

D. Akibat Adanya Sewa Menyewa 

Adanya perbedaan perjanjian antara pihak pemilik lahan dengan 

penyewa yang mulanya berjanji akan membangun rumah hunian menjadi 

rumah kost mengakibatkan dampak positif dan negatif. Sesuai dengan hasil 

wawancara bersama pemilik lahan yakni bu marpuah: 

“ya semenjak saya melakukan sewa menyewa ini memang ada 

dampak positif negatifnya mbak ke saya, dampak positifnya ya 

alhamdulillah bisa ada tambahan pemasukan di ekonomi keluarga 

saya, dilihat juga saat itu memang pandemi lagi tinggi suami saya 

juga jarang ada panggilan kerjaan jadi pemasukan sempat menurun 

mbak, kalau negatifnya saya gatau lahan ini tiba-tiba dibangun rumah 

kost padahal di awal perjanjian pak arif mengatakan untuk 

membangun rumah hunian.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut pemilik lahan hasil 

dari sewa menyewa lahan ini mendapatkan hasil yang positif dan negatif. 

Adapun dampak positifnya adalah dengan adanya sewa menyewa lahan ini 

maka terdapat manfaat yang sangat mempengaruhi kehidupan pemilik tanah. 
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Sehingga penghasilan pertahun tersebut dapat membantu kondisi 

ekonominya.5  

Sebelumnya kondisi ekonomi dari Bu Marpuah sendiri dapat 

terbilang cukup untuk sehari-harinya, dengan adanya tambahan pemasukan 

dari sewa menyewa dapat membantu Bu Marpuah untuk digunakan 

kebutuhan yang lain. Di tambah lagi dengan adanya wabah Covid-19 yang 

semakin meningkat sehingga membuat pemasukan keluarga Bu Marpuah 

menurun dan beliau merasa bersyukur Pak Arif masih menyewa lahannya. 

Tetapi setelah beberapa bulan setelah perjanjian disepakati, terdapat 

permasalahan terhadap perbedaan sewa menyewa yang tertera dalam surat 

perjanjian. Pak Arif tidak menjalankan sesuai perjanjian.  

“Memang pada awalnya saya berniat membangun rumah hunian lalu 

saya berubah fikiran karena dirasa lebih menguntungkan membangun 

rumah kost. Dan menurut saya tidak perlu laporan ke bu marpuah 

soal pembangunan rumah kost ini karena cuma peralihan fungsi saja, 

toh juga rumah kost yang saya bangun jumlah kamar cuman enam 

saja. Itupun sekarang yang terisi hanya 3 kamar.” 

 

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber, Pak 

Arif pada awalnya memang berniat untuk membangun rumah hunian. Tetapi 

setelah difikirkan lagi membangun rumah kost lebih membawa keuntungan 

bagi Pak Arif. Sehingga beliau merubah niatnya dan membangun rumah 

kost.6 

Pak Arif tidak memberi tahu ke Bu Marpuah karena dirasa hal itu 

tidak terlalu penting dan beliau pun sudah membayar lunas di awal 

 
5 Marpuah, Wawancara, Surabaya, 04 Februari 2022. 
6 Arif, Wawancara, Surabaya, 06 Februari 2022. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

46 

 

 

 

pembayaran. Sehingga pembangunan tetap dilanjutkan dan akhirnya 

terbangun sudah rumah kost milik Pak Arif. Rumah kost tersebut terdiri dari 

enam kamar dan satu kamar mandi luar. Saat ini tiga kamar kost sudah 

berpenghuni. 

“iya mbak saya juga sudah berfikir kemungkinan terburuk waktu 

sebelum sepakat dengan perjanjian sewa ini, kalau nanti saya tidak 

bisa lagi melanjutkan sewa ini mau saya alih sewakan, jadi saya jual 

bangunan saya ini ke orang lain untuk melanjutkan masa sewa, kan 

sayang juga kalau bangunannya dirobohkan. Saya sudah pernah 

diskusikan dengan Bu marpuah dan beliau juga setuju. Cuman 

memang tidak dicantumkan dalam perjanjian” 

Menurut pernyataan di atas, apabila Pak Arif tidak bisa melanjutkan 

sewa maka beliau berencana akan mengalih sewakan bangunan tersebut ke 

orang lain. Karena apabila Pak Arif tidak mengalih sewakan maka bangunan 

tersebut sayang jika di robohkan oleh pemilik tanah.7 

 

 
7 Ibid. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA TANAH 

MILIK PRIBADI DI KELURAHAN KARANGPOH KECAMATAN TANDES 

 

 

A. Analisis Praktik Sewa Menyewa Tanah Milik Pribadi di Kelurahan 

Karangpoh Kecamatan Tandes 

Kelurahan karangpoh merupakan salah satu Kelurahan yang ada di 

Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dimana letaknya di bagian barat kota 

Surabaya. Masyarakat dalam wilayah tersebut telah mempraktikkan kegiatan 

muamalah yaitu sewa menyewa atau ija>rah. Salah satu warga telah 

melakukan perjanjian sewa menyewa tanah milik pribadi yakni Pihak 

Pertama dengan Ibu Marpuah selaku pemilik lahan dengan Pihak kedua 

dengan Bapak Arif selaku penyewa lahan. 

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hasil penelitian pada bab 

sebelumnya, praktik sewa menyewa tersebut dilakukan karena terdapatnya 

lahan kosong seluas sekitar 8 x 25 m milik Pihak Pertama yang tidak 

dimanfaatkan untuk kegiatan apapun. Oleh karena itu, pihak pertama 

menjadikannya sebagai objek sewa di awal tahun 2021 dan pendapatan dari 

sewa tersebut digunakan untuk membantu kebutuhan ekonomi. Sehingga 

praktik sewa menyewa tanah tersebut membawa manfaat yang positif. 

Tidak lama setelah lahan itu dibuka untuk dimanfaatkan sebagai 

transaksi sewa menyewa ada salah seorang yang ingin menyewa tempat 

tersebut dengan nama bapak Arif selaku pihak kedua. Beberapa saat 
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kemudian Pihak Kedua berminat untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk 

dibangun menjadi rumah hunian. Saat melakukan pertemuan oleh kedua 

belah pihak, akhirnya mereka bersepakat untuk melakukan sewa menyewa 

dengan persyaratan yang sudah di setujui dari masing-masing pihak. 

Kedua belah pihak melakukan perjanjian tertulis yang didalamnya 

memuat hal-hal kesepakatan sewa menyewa, harga dan pembayaran, 

jaminan, pembebanan biaya dan perawatan, hak dan kewajiban, kerusakan 

dan bencana alam, syarat pemutusan hubungan pihak kedua, syarat 

pemutusan hubungan pihak pertama, masa berakhir kontrak, hal-hal lain, dan 

penyelesaian perselisihan. Untuk harga sewa keduanya sepakat untuk 

pembayaran dilakukan per tahun dengan harga Rp. 7.000.000. Sehingga sewa 

menyewa tersebut dimulai pada tanggal 20 Januari 2021 dan berakhir 20 

Januari 2022. 

Pihak Kedua melakukan pembayaran di awal perjanjian dengan 

dibayarkan lunas. Dari hasil pembayaran tersebut digunakan oleh Pihak 

pertama untuk kebutuhan trasnportasi ke Kalimantan. Pada bulan Februari 

Pihak Pertama dan keluarga pergi ke Kalimantan untuk sementara karena 

terdapat perjanjian kerja. Beliau menetap di rumah kontrakan selama 4 

bulan. 

Di bulan Mei tahun 2021 Pihak Pertama Kembali ke Surabaya dan 

mengetahui bahwa Pihak Kedua telah mendirikan bangunan kost tanpa 

sepengetahuannya, bahkan rumah kost tersebut sudah berpenghuni. 
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Kemudian Pihak Pertama meminta kejelasan kepada Pihak Kedua karena 

dianggap telah melanggar perjanjian yang sudah disepakati. 

Setelah kedua belah pihak bertemu, akhirnya pihak pertama meminta 

uang denda kepada pihak kedua karena sudah melanggar perjanjian. Pihak 

pertama meminta denda sebesar Rp. 2.000.000. Pihak kedua setuju dengan 

keputusan yang diberikan dan membayarkan denda tersebut. Sehingga untuk 

permbayaran sewa di tahun berikutnya berubah menjadi Rp. 9.000.000 / 

tahun.  

Dalam pembayaran denda tersebut pihak kedua meminta waktu 

pelunasan selama satu bulan, pihak pertama tidak keberatan dengan syarat 

sesuai dengan kesepakatan. Kemudian pihak kedua memutuskan untuk 

memperpanjang masa kontrak dikarenakan minat masyarakat terhadap 

rumah kost milik pihak kedua meningkat. Namun kontrak yang disepakati 

oleh kedua belah pihak untuk kontrak berikutnya, yaitu sewa menyewa 

dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan total pembayaran Rp. 45.000.000 / 5 

tahun. Dalam perubahan biaya sewa untuk kontrak berikutnya tidak 

dilakukan dengan perjanjian tertulis, hanya perantara lisan antara pihak 

pertama dan pihak kedua. 

 

B. Pelaksanaan Kompensasi Terhadap Sewa Menyewa Tanah Akibat 

Wanprestasi di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes 

Adanya perbedaan perjanjian antara pihak pemilik lahan dengan 

penyewa lahan yang mulanya berjanji akan membangun rumah hunian 
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menjadi rumah kost mengakibatkan dampak positif dan negatif. Adapun 

dampak positifnya adalah dengan adanya sewa menyewa lahan ini maka 

terdapat manfaat yang sangat mempengaruhi kehidupan pemilik tanah. 

Sehingga penghasilan pertahun tersebut dapat membantu kondisi 

ekonominya. Untuk dampak negatif yaitu Pihak Pertama merasa tidak 

dihormati karena keputusan dari Pihak Kedua yang mengubah alih fungsi 

tanpa meminta persetujuan pihak pertama menyebabkan pihak pertama 

dirasa dirugikan karena lahan tersebut difungsikan sebagai kost-kostan yang 

menghasilkan keuntungan bagi pihak kedua dan pihak pertama tidak 

menghasilkan dana sepeserpun dari dana pengalihan fungsi rumah tersebut. 

Pihak kedua merasa tidak perlu meminta izin kepada pihak pertama 

dikarenakan hanya sekedar pengalihan fungsi dari rumah hunian ke rumah 

kost dan sudah melakukan pembayaran lunas di awal perjanjian. 

Di dalam hukum kontrak, Prestasi atau yang dalam Bahasa inggris 

disebut dengan Performance diartikan sebagai pelaksanaan suatu hal yang 

tertulis di dalam suatu kontrak, yang dilakukan oleh pihak yang mengikatkan 

diri dalam perjanjian itu.1 

Sesuai dengan pasal 123 KUH Perdata menyebutkan terdapat 

beberapa macam dari prestasi, yaitu berupa: 

1. Berbuat sesuatu 

2. Memberikan sesuatu 

3. Tidak berbuat sesuatu 

 
1 Munir Fuady, Hukum Kontrak, (Bandung: Citra Aditya, 1999), 87. 
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Sedangkan yang dimaksud dengan wanprestasi ialah tidak 

menjalankan kewajiban sebagaimana semestinya atau tidak melaksanakan 

prestasi yang seharusnya sudah menjadi kewajiban pihak-pihak tertentu 

seperti yang disebutkan didalam kontrak tersebut.2 

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga 

dijelaskan mengenai tentang wanprestasi pada pasal 36, pihak yang dianggap 

telah melakukan ingkar janji, apabila melakukan kesalahan sebagai berikut: 

1. Tidak melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. 

2. Melakukan apa yang sudah dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang 

sudah dijanjikan. 

3. Melaksanakan apa yang sudah dijanjikan tetapi terlambat. 

4. Melakukan hal yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. 

Berdasarkan dengan teori yang sudah dijelaskan di atas, dapat dilihat 

bahwa pada pelaksanaan praktik sewa menyewa tanah milik pribadi telah 

terjadi wanprestasi. Korban dari wanprestasi tersebut ialah Pihak Pertama 

selaku pemilik lahan. 

Apabila telah terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian maka pihak 

dapat dijatuhi sebuah sanksi sesuai dalam pasal 38 KHES yaitu: “pihak 

dalam akad yang telah melakukan ingkar janji dalam dijatuhkan sanksi: 

1. Membayar ganti rugi. 

2. Pembatalan akad/perjanjian. 

3. Peralihan resiko 

 
2 Ibid., 89. 
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4. Denda 

5. Pembayaran perkara 

Dalam permasalahan ini Pihak pertama memutuskan untuk meminta 

denda ke Pihak kedua sebesar Rp. 2.000.000. Sehingga apabila pihak kedua 

tetap memperpanjang kontrak maka harga sewa berubah, menyesuaikan 

dengan denda yang sudah ditetapkan. Semula harga sewa yang sudah 

disepakati yaitu sebesar Rp. 7.000.000, dengan adanya denda ini maka harga 

sewa berubah menjadi Rp. 9.000.000 per tahunnya. 

Pihak kedua sepakat dengan keputusan dari pihak pertama, sehingga 

praktik sewa menyewa tersebut sudah sesuai dengan perjanian Pasal 5 Point 

b yang berbunyi “Mempergunakan rumah untuk tujuan yang lain dari pada 

yang disepakati dalam perjanjian ini, kecuali telah mendapat ijin secara 

tertulis dari Pihak Pertama”. 

 

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pribadi di 

Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes 

1. Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pribadi di 

Kelurahan Karangpoh 

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu berusaha 

melakukan suatu hal yang sesuai dengan kemampuannya yaitu ber 

muamalah. Salah satu dari kegiatan muamalah yang diterapkan oleh 

warga Karangpoh Surabaya yaitu sewa menyewa atau ija>rah. 
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Akad ija>rah di dalam hukum Islam merupakan akad yang diambil 

manfaatnya dengan jalan penggantian. Manfaat yang dimaksud 

terkadang berbentuk manfaat atas barang. Contohnya seperti rumah 

yang dimanfaatkan untuk ditempati, mobil yang disewakan untuk 

dikendarai. Selain itu bentuk manfaat bisa berupa pekerjaan atau hasil 

karya seorang, contohnya tukang jahit, buruh bangunan, buruh pabrik. 

Dalam menjalankan praktik sewa menyewa, terdapat syarat dan 

rukun yang sudah ditentukan dengan tujuan agar sewa menyewa yang 

dilakukan tersebut dianggap sah dan tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan dalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan tukun sewa 

menyewa yaitu: 

a. Pihak yang melakukan akad 

Dalam ija>rah terdapat dua orang yang melakukan akad. 

Menurut pendapat dari madzhab Syafi’i dan madzhab Hambali 

mengisyaratkan bahwa orang yang melakukan akad telah balig dan 

berakal. Sedangkan menurut madzhab Maliki dan madzhab Hanafi 

berpendapat bahwa orang yang melakukan akad tidak harus 

mencapai usia baligh, anak yang baru mumayiz diperbolehkan untuk 

melakukan akad ija>rah dengan syarat dan ketentuan yang disepakati 

oleh walinya. 

Dua orang yang melakukan akad yaitu Mu’jir dan Musta’jir. 

Mu’jir adalah orang yang mendapatkan upah atau orang yang 
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menyewakan lahan, sedangkan Musta’jir adalah orang yang 

memberikan upah atau orang yang menyewa lahan.  

Pada praktik sewa menyewa lahan pribadi di Kecamatan 

Karangpoh ini yang menjadi mu’jir adalah Bu Marpuah selaku 

pemilik tanah sedangkan yang menjadi Musta’jir adalah Pak Arif 

selaku penyewa lahan. 

b. S}igha>h (ijab dan kabul) 

Sighat merupakan suatu ungkapan yang dilakukan oleh para 

pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul, ijab merupakan 

penjelasan yang dilakukan dari salah seorang yang berakad sebagai 

permulaan kehendaknya dalam melaukan akad ija>rah. Sedangkan 

kabul adalah pernyataan yang disampaikan dari pihak yang berakad 

disini yang dimaksutkan ialah Musta’jir untuk menampung 

kehendak dari pihak pertama.3 

Kedua pihak yang melakukan akad tersebut harus benar-

benar menyatakan kerelaannya tanpa ada keterpaksaan, harus ada 

keridhaan tanpa dipaksa oleh siapapun, harus berakal, dan harus 

baligh. 

Pada praktik sewa menyewa lahan pribadi di Kecamatan 

Karangpoh, S}igha>h antara penyewa dan yang menyewakan lahan 

dilakukan dengan ditulisnya perjanjian tertulis dan disertai bukti 

pembayaran berupa kwitansi pembayaran di awal kontrak. 

 
3 Rahmat Syafi’I, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 125. 
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c. Upah (Ujrah) 

Ujrah adalah upah yang diberikan kepada Musta’jir atas jasa 

yang diberikan. Upah dalam ijaran harus berupa sesuatu yang 

bernilai, baik jasa maupun uang yang tidak bertentangan dengan 

kebiasaan yang sudah dilakukan, syarat dari ujrah yaitu harus 

diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.4 

Ujrah yang dilakukan oleh Pak Arif (Penyewa) kepada Bu 

Marpuah (Pemilik lahan) pada setiap tahun sebesar Rp 7.000.000,-. 

Besar baiaya tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak di 

awal akad dengan syarat-syarat tertentu. 

d. Manfaat 

Manfaat objek sewa disini harus dijelaskan secara rinci dan 

diketahui oleh kedua belah pihak dengan jelas, sehingga dapat 

mencegah terjadinya perselisihan antara pemilik sewa dan penyewa. 

Jika manfaat objek sewa tidak jelas maka akad yang dilakukan 

dianggap tidak sah.5 

Adapun hal-hal yang berhubungan dengan objek ija>rah: 

1) Objek ija>rah harus sesuatu yang dihalalkan oleh syara’ dan yang 

bisa disewakan serta manfaatnya harus diketahui. Apabila 

manfaat objek tidak jelas sehingga dapat menimbulkan 

perselisihan maka akad ija>rah tidak sah. 

2) Objek ija>rah boleh digunakan dan diserahkan secara langsung. 

 
4 Nasroen Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raden Jaya, 2000), 233. 
5 Helmi Kariem, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 36. 
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3) Objek ija>rah hendaknya dimiliki oleh orang yang menyewakan 

atau diijinkan untuk disewakan kembali. 

Menurut para fuqaha, akad ija>rah tidak boleh dilakukan apabila 

suatu objek tidak dapat diserahkan. Sehingga manfaat objek harus 

digunakan sesuai dengan tujuan dilakukannya akad ija>rah. Apabila 

manfaat yang diguakan tidak sesuai dengan tujuan akad maka ija>rah 

tidak sah.6 Sehingga apabila dikaitkan dengan permasalahan ini, maka 

akad ija>rah tidak sah, karena tidak sesuai dengan tujuan akad yang 

awalnya menjadi rumah hunian diubah menjadi rumah kost. 

Dalam Praktik sewa menyewa lahan pribadi yang terjadi di 

Kecamatan Karangpoh, Pak Arif telah menyewa objek berupa tanah atau 

lahan yang dimiliki oleh Bu Marpuah. Namun untuk manfaat objek pada 

awalnya Pak Arif mengatakan akan membangun rumah hunian di atas 

lahan tersebut dan Bu Marpuah sudah setuju dengan keinginan pak Arif. 

Tetapi setelah itu Pak Arif tidak menggunakan objek sesuai dengan 

kesepakatan di awal, Pak Arif membangun rumah kost tanpa 

pengetahuan dan persetujuan dari Bu Marpuah selaku pemilik lahan. 

Sehingga praktik sewa menyewa yang ada di Kelurahan Karangpoh ini 

secara hukum Islam dapat dikatakan tidak sah, karena salah satu syarat 

sewa tidak terpenuhi yaitu manfaat objek harus jelas dan diketahui oleh 

kedua belah pihak. 

 
6 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 326. 
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2. Analisis Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sewa 

Menyewa Tanah Milik Pribadi di Kelurahan Karangpoh 

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis kesamaan antara akad 

ija>rah mengenai sewa manfaat atas tanah milik pribadi di Kelurahan 

Karangpoh dengan dasar hukum Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-

MUI/IX/2017 tentang ija>rah pada bagian keenam yaitu ketentuan terkait 

Manfaat dan Waktu Sewa.7 

a. Manfaat yang hendak digunakan harus berupa manfaat yang tidak 

dilarang secara syariah. 

Dalam kasus sewa menyewa ini yang dimaksutkan manfaat 

yang tidak dilarang secara syariah yaitu manfaat yang tidak dilarang 

oleh agama. Contohnya seperti menyewakan lahan untuk digunakan 

sebagai judi atau jual beli narkoba. Adapun dalam penelitian ini 

manfaat yang digunakan sudah sesuai syariat Islam, yaitu 

dipergunakan sebagai rumah hunian dan rumah kost. 

b. Manfaat dalam sewa menyewa harus jelas diketahui oleh Mu’jir dan 

Musta’jir. 

Manfaat harus jelas diketahui kedua belah pihak. Pada awal 

akad, manfaat yang digunakan sudah jelas yakni akan dibangun 

sebagai rumah hunian. Kedua belah pihak sudah mengetahui dan 

sepakat. Tetapi penyewa kemudian mengganti ahli fungsi lahan 

tersebut menjadi rumah kost. Pergantian ahli fungsi ini tidak 

 
7 DSN-MUI, Fatwa DSN MUI Tentang Akad Ijarah, (Jakarta: DSN-MUI, 2017), 5. 
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diketahui oleh pihak pemilik lahan, sehingga hal ini dapat memicu 

terjadinya perselisihan di antara kedua belah pihak. 

c. Mu’jir dan Musta’jir harus menyepakati jangka waktu serta tata 

cara penggunaan barang sewa. 

Dalam penelitian ini kedua belah pihak sudah menyepakati 

jangka waktu dan tata cara penggunaan sewa. Hal tersebut sudah di 

cantumkan dalam perjanjian tertulis. Pada pasal 1 tentang 

kesepakatan sewa menyewa. 

d. Dalam akad ija>rah ‘ala> al-a’yan, Musta’jir boleh menyewakan 

kembali dengan syarat harus sudah diizinkan oleh Mu’jir. 

Disebutkan bahwa Musta’jir boleh menyewakan kembali 

dengan syarat harus sudah diizinkan oleh Mu’jir. Dalam 

permasalahan sewa menyewa lahan pribadi Pak Arif sebagai 

Musta’jir tidak meminta izin kepada pemilik lahan untuk dibangun 

rumah kost yang sejatinya ialah menyewakan tempat kepada orang 

lain atau pihak ketiga untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran 

yang sudah disepakati oleh Pak Arif dan pihak ketiga, sehingga 

pembangunan rumah kost bisa dianggap melakukan penyewaan 

kembali objek sewa. 

Sehingga pemilik lahan mengetahui saat bangunan rumah 

kost tersebut sudah berdiri dan berpenghuni. Namun setelah 

mengetahui rumah tersebut dialih fungsikan sebagai rumah kost 
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kedua belah pihak melakukan perjanjian baru dan saling menyetujui 

atas perjanjian baru tersebut. 

e. Dalam akad ija>rah ‘ala > al-a’yan, apabila terjadi kerugian dalam 

pemanfaatan obyek maka Musta’jir tidak wajib untuk menanggung 

resiko. 

Dalam penelitian ini kedua belah pihak tidak melakukan 

kesepakatan tersebut bahkan dalam surat perjanjian juga tidak 

menyinggung tentang kewajiban yang menanggung risiko jika ada 

kerugian dalam pemanfaatan lahan tersebut. 

Dari lima ketentuan yang berbicara tentang manfaat dan 

waktu sewa bahwasannya transaksi sewa menyewa lahan milik 

pribadi yang terjadi di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes 

terdapat beberapa point yang tidak sesuai dengan fatwa tersebut 

ialah point ke 2 dan 4.  

Jadi berdasakan teori ija>rah dan Fatwa DSN-MUI No. 

112/DSN-MUI/IX/2017 yang sudah dijelaskan di atas, bahwa 

praktik penyewaan lahan milik pribadi yang terjadi di Kelurahan 

Karangpoh Kecamatan Tandes tidak sesuai dengan Fatwa DSN-

MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017. Hal ini dikarenakan pada 

penerapan akad sewa menyewa ditemukan adanya kecacatan (‘aib). 

Kecacatan yang ada dalam akad ija>rah tersebut adalah tidak 

terpenuhinya rukun dan syarat ija>rah. Rukun dan syarat yang 

dimaksudkan adalah manfaat objek sewa, dimana Pihak Kedua saat 
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hendak mengalihkan fungsi yang semula hendak membangun rumah 

hunian berubah menjadi rumah kost tanpa memberi tahu Pihak 

Pertama selaku pemilik lahan. 

Dalam adanya denda tersebut menimbulkan kesepakatan 

baru antara kedua belah pihak, kesepakatan tersebut ialah 

pembayaran sewa di tahun berikutnya. Pihak Kedua memutuskan 

untuk memperpanjang kontrak sewa sehingga biaya sewa di kontrak 

selanjutnya menjadi Rp. 9.000.000. Namun kontrak yang disepakati 

oleh kedua belah pihak untuk kontrak berikutnya, yaitu sewa 

menyewa dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan total pembayaran 

Rp. 45.000.000 / 5 tahun. Kesepakatan tersebut hanya dibicarakan 

lewat lisan antara kedua belah pihak tanpa ada perjanjian tertulis. 

Dalam adanya kesepakatan baru ini tidak menimbulkan efek hukum 

karena Pihak Kedua sepakat dengan keinginan dari Pihak Pertama.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 

 

61 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dengan penjelasan yang sudah diuraikan maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktik sewa menyewa lahan milik pribadi di Kelurahan Karangpoh 

dilakukan oleh Bu Marpuah sebagai pemilik lahan dengan Pak Arif 

sebagai penyewa lahan. Tujuan disewakannya lahan tersebut untuk 

membantu ekonomi pemilik lahan. Para pihak melakukan perjanjian 

secara tertulis bahwa lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai 

bangunan rumah hunian, dengan beberapa persyaratan yang sudah 

mereka sepakati. Saat proses pembangunan rumah hunian, Pak Arif 

selaku penyewa lahan mengalih fungsikan lahan tersebut dengan 

membangun rumah kost. Hal tersebut dilakukan Pak Arif tanpa meminta 

izin dengan pemilik lahan. Dirasa hal itu tidak terlalu serius karena 

hanya sekedar pengalihan fungsi dan Pak Arif sudah membayar lunas di 

awal perjanjian. Sehingga timbul perselisihan karena pemilik lahan 

merasa tidak dihormati atas keputusan sepihak tersebut. 

2. Pelaksanaan kompensasi sewa menyewa tanah akibat wanprestasi di 

Kelurahan karangpoh Kecamatan Tandes mengakibatkan Pihak pertama 

untuk memutuskan meminta denda ke Pihak kedua sebesar Rp. 

2.000.000. Sehingga apabila pihak kedua tetap memperpanjang kontrak 

maka harga sewa berubah, menyesuaikan dengan denda yang sudah 
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ditetapkan. Semula harga sewa yang sudah disepakati yaitu sebesar Rp. 

7.000.000, dengan adanya perjanjian baru maka harga sewa berubah 

menjadi Rp. 9.000.000 per tahunnya. Namun kontrak yang disepakati 

oleh kedua belah pihak untuk kontrak berikutnya, yaitu sewa menyewa 

dilakukan setiap 5 tahun sekali dengan total pembayaran Rp. 45.000.000 

/ 5 tahun. 

3. Menurut hukum Islam berdasarkan teori ija>rah terhadap sewa menyewa 

lahan milik pribadi ini dinilai tidak sesuai dengan rukun dan syarat 

Ija>rah. Hal tersebut dikarenakan adanya kecacatan dalam akad Ija>rah 

tersebut. Manfaat objek sewa seharusnya diketahui oleh kedua belah 

pihak dengan jelas karena menghindari terjadinya perselisihan. Dalam 

praktik ini, Pak Arif selaku Musta’jir mengganti kegunaan manfaat 

objek sewa tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Sedangkan menurut 

fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 yang dianggap tidak 

sesuai dengan pasal yang ada didalamnya yakni manfaat dalam sewa 

harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak dan bagi Musta’jir boleh 

menyewakan kembali objek sewa dengan syarat harus sudah diizinkan 

oleh mu’jir. Dimana dalam kasus ini, Pak Arif mengalih fungsikan 

manfaat objek menjadi rumah kost yang sejatinya ialah menyewakan 

tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran, sehingga 

pembangunan rumah kost bisa dianggap melakukan penyewaan kembali 

objek sewa. 
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B. Saran 

Dengan adanya kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka 

penulis mengajukan saran kepada  pihak yang melakukan praktik sewa 

menyewa lahan pribadi yaitu Pak Arif selaku penyewa untuk melakukan hal 

sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal akad. Sehingga tidak 

akan menimbulkan perselisihan atau salah paham antara pemilik lahan 

dengan penyewa lahan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 
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